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Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pengawasan penyelenggaraan 
angkutan sewa khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara. Layanan transportasi berbasis aplikasi seperti 
angkutan sewa khusus (online) berkembang pesat, namun kehadirannya juga memunculkan 
tantangan dalam aspek regulasi, pengawasan, dan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan. Metode 
penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa pengawasan terhadap kebijakan 
Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan model George C Edward III 
secara umum telah berjalan dilihat dari aspek komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi. Hanya 
aspek sumber daya yang masih belum optimal dan perlu untuk ditingkatkan kedepannya dalam 
mendorong keberhasilan implementasi pengawasan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang 
menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara.  
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Implementation of Supervision of Online Transportation Services  

in Southeast Sulawesi Province 

Abstract − This study aims to examine the implementation of supervision of online transportation 
services in Southeast Sulawesi Province. App-based transportation services, such as online 
transportation, are growing rapidly, but their presence also presents challenges in terms of regulation, 
oversight, and compliance with licensing requirements. This research method is descriptive 
qualitative, with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The 
results found that supervision of Online Transportation policies in Southeast Sulawesi Province, based 
on the George C. Edward III model, has generally been effective, as seen from the aspects of 
communication, disposition, and bureaucratic structure. However, resources remain suboptimal and 
need to be improved to ensure successful implementation of supervision of Online Transportation 
services, which falls under the authority of the Southeast Sulawesi Provincial Transportation Agency. 
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1. PENDAHULUAN 

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab utama 
dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat melalui berbagai kegiatan 
pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan. Tanggung jawab ini dilaksanakan sebagai 
bagian dari upaya mewujudkan cita-cita nasional yang tertuang dalam konstitusi Negara 
Kesatuan Republik Indonesia [1], [2]. 

Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam 
menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam implementasi yang sesuai dengan karakteristik 
lokal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik, termasuk pengelolaan 
transportasi, pendidikan, dan ekonomi, benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara 
langsung [3], [4], [5]. Permasalahan terkait good governance dan lemahnya pengawasan 
pemerintah menjadi isu faktual yang kerap menghambat efektivitas penyelenggaraan 
pemerintahan. Prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, 
dan supremasi hukum belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik birokrasi, baik di 
tingkat pusat maupun daerah [6], [7], [8]. 

Lemahnya pengawasan membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang, korupsi, serta 
inefisiensi dalam pelayanan public yang dilakukan oleh pemerintah [9], [10]. Kondisi ini 
memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Turunnya 
kepercayaan masyarakat akan menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
[11], [12]. 

Dalam konteks prinsip good governance yang mencakup akuntabilitas, transparansi, 
efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan penegakan hukum, pengawasan berfungsi sebagai 
mekanisme kontrol agar pemerintah bertindak sesuai norma dan kepentingan masyarakat 
dan mendorong perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat [13]. 
Pengawasan memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan secara 
efisien dan efektif, serta memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi 
kinerja. Selain itu, pengawasan juga mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan 
publik, menciptakan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan warga, serta 
memperkuat legitimasi dan integritas lembaga-lembaga negara dalam menjalankan 
fungsinya. 

Salah satu sektor pembangunan yang sedang genjot dilaksanakan oleh pemerintah 
adalah sektor perhubungan karena memiliki dampak langsung terhadap peningkatan 
konektivitas, efisiensi logistik, dan mobilitas masyarakat [14]. Dampaknya terhadap 
pembangunan sangat signifikan dimana wilayah berkembang lebih cepat, investasi 
meningkat, dan daya saing daerah pun naik [15]. Di sisi lain, dari aspek kesejahteraan, 
transportasi yang andal dan terjangkau mempermudah akses masyarakat terhadap 
pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja [16]. Dengan demikian, sektor 
perhubungan bukan hanya urusan teknis, tetapi juga menjadi katalis penting dalam 
memperkuat struktur ekonomi dan mendorong keadilan sosial bagi seluruh lapisan 
masyarakat [17]. 

Perkembangan teknologi termasuk di sektor transportasi menghadirkan fenomena baru 
berupa penyelenggaraan angkutan berbasis teknologi yang dikenal sebagai Angkutan Sewa 
Khusus [18], [19], [20]. Di berbagai daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara, layanan 
ini berkembang pesat dan menjadi alternatif utama bagi masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan mobilitas harian [21], [22], [23]. Namun, pesatnya pertumbuhan layanan 
transportasi online ini juga menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah dalam hal 
regulasi dan tata kelola serta konflik yang ada dengan moda transportasi lain [24], [25], [26], 
[27]. Hal ini tentu membutuhkan perhatian dan respon pemerintah yang cepat dalam 
menyikapi fenomena di dunia transportasi sehingga fenomena ini tidak menimbulkan 
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konflik kepentingan dengan moda transportasi konvensional yang sudah hadir duluan di 
tengah masyarakat.  

Sebagai bentuk layanan publik, penyelenggaraan angkutan sewa khusus tidak hanya 
menyangkut aspek teknis transportasi, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan publik 
yang harus menjamin keteraturan, keadilan, dan keselamatan pengguna [28], [29]. Kebijakan 
publik di sektor ini harus adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat 
agar tetap relevan dan berkeadilan. Dengan menyesuaikan kebijakan terhadap kebutuhan 
nyata masyarakat, pemerintah dapat menciptakan solusi yang berkeadilan, mendorong 
inovasi, serta meningkatkan efektivitas layanan publik di era digital yang terus berkembang. 

Gambar 1 berikut memperlihatkan salah satu kegiatan yang mencerminkan pengawasan 
yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara pada 
penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus 

 

 
 

Gambar 1. Launching Kartu Elektronik Standar Pelayanan (KESP) untuk Angkutan Sewa 
Khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara  

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara 
 
Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan terkait pengawasan 

terhadap penyelenggaraan angkutan sewa khusus diimplementasikan, dan diawasi dalam 
konteks daerah, terutama di Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga dampak dari layanan ini 
dapat maksimal dirasakan oleh masyarakat dan dapat dinimimalkan dampaknya dengan 
moda transportasi yang lain, serta sebagai bentuk penyelenggaraan tugas pemerintah.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif 
kualitatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan 
terkait pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Sulawesi 
Tenggara. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini mengacu pada model 
yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Keduanya merupakan tokoh yang 
merumuskan pendekatan analisis data kualitatif yang dikenal dengan analisis pola [30]. 

Penelitian ini telah dilakukan di Kota Kendari dengan focus pada Dinas Perhubungan 
Provinsi Sulawesi Tenggara sejak Bulan Januari – Mei 2025.  Informan penelitian yang 
dipilih adalah para pejabat lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara 
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khususnya di Bidang Angkutan Jalan yang memahami terkait kebijakan Penyelenggaraan 
Angkutan Sewa Khusus.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Transportasi Online atau Angkutan Sewa Khusus adalah suatu fenomena dalam dunia 
transportasi dan mulai hadir di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari sejak 
tahun 2017. Kehadirannya pada awalnya banyak mengalami penentangan khususnya dari 
moda transportasi konvensional yang sudah hadir duluan seperti Angkutan Umum (baca : 
petepete), ojek pangkalan dan taksi konvensional yang merasa kehadiran Angkutan Sewa 
Khusus ini akan mematikan usaha mereka selama ini [31], [32], [33]. 

Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang dilaksanakan pemerintah didasarkan 
pada pentingnya peranan yang ada dalam mendukung pembangunan dalam perwujudan 
kesejahteraan umum serta memberikan kepastian hukum terkait aspek keselamatan, 
keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan dan keteraturan atas penyelenggaraan 
angkutan sewa khusus [34]. 

Terkait izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus juga dijelaskan dalam peraturan 
tersebut dalam Pasal 18 (b) yang menyatakan bahwa  izin penyelenggaraan Angkutan Sewa 
khusus diberikan oleh 

Gubernur untuk Angkutan Sewa Khusus yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) 
daerah provinsi sebagai tugas dekosentrasi. 
 
Penjelasan ayat diatas tentu memberikan makna tegas bahwa selain daerah Jakarta, 

Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, yang disebutkan di ayat a, maka daerah lain termasuk 
di Provinsi Sulawesi Tenggara, kewenangan izin berada pada Gubernur. 

 
Selain itu dalam peraturan [35] khususnya pada paal 11 dan Pasal 12 menyebutkan 

dengan jelas terkait kepemilikan izin penyelenggaraan yang akan diuraikan sebagai berikut 
 

Pasal 11 
(1) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan 
Sewa Khusus 
(2) Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi daerah. 
 
Pasal 12 
(1) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 
harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 
(2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk: 
a. badan usaha milik negara; 
b. badan usaha milik daerah; 
c. perseroan terbatas; atau 
d. koperasi. 
(3) Selain badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara Angkutan 
Sewa Khusus dapat dilakukan oleh pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 
 

Adapun implementasi pengawasan terkait penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus 
yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara khususnya oleh Dinas 
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Perhubungan adalah bagian dari mengimplementasikan kebijakan public yang mengacu 
pada teori yang dikemukakan oleh Dye [36] bahwa kebijakan public mengandung makna 
yaitu kebijakan public dibuat oleh badan pemerintah dan bukan oleh swasta serta kebijakan 
public tersebut menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan 
pemerintah tersebut.  

Hasil wawancara pada para informan penelitian mengungkapkan bahwa implementasi 
kebijakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara ini adalah bagian dari tujuan 
hadirnya pemerintahan daerah sesuai dengan [37] bahwa pemerintah daerah dihadirkan 
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan 
menimbang prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Implementasi pengawasan terhadap penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus pada 
Provinsi Sulawesi Tenggara akan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Edward III 
[38] yaitu : 
a. Komunikasi 

Temuan penelitian berdasarkan wawancara dan observasi lapangan menemukan bahwa 

komunikasi sudah berjalan dengan baik khususnya dari indicator transmisi (penyaluran 

komunikasi yang baik dalam mendorong implementasi kebijakan) serta kejelasan 

informasi.  

Seluruh pihak internal di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya di 

Bidang Angkutan Jalan memahami dengan jelas terkait kebijakan terkait Angkutan 

Sewa Khusus dengan beberapa peraturan yang terus diupdate terkait perkembangan 

zaman.  

Hal ini menegaskan teori Edward III [3], [39] bahwa keberhasilan implementasi 

kebijakan mendorong setiap implementor (dalam hal ini pelaksana di Bidang Angkutan 

Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara) memahami apa-apa yang harus 

dilaksanakan sehingga tujuan dan sasaran dari kebijakan peraturan Angkutan Sewa 

Khusus dipahami dengan jelas oleh kelompok sasaran (dalam hal ini Perusahaan  

Angkutan Sewa Khusus, Driver Angkutan Sewa Khusus dan masyarakat pengguna 

Angkutan Sewa Khusus).  

 

b. Sumber Daya 

Temuan penelitian menemukan bahwa jumlah SDM (dalam hal ini staff) dalam 

menangani implementasi kebijakan Angkutan Sewa Khusus terutama dalam kaitan 

pengawasan masih belum memadai dibandingkan segala tugas dan tanggung jawab 

yang harus dilaksanakan.  

Selain itu Sumber daya lainnya berupa anggaran juga masih terbatas dalam melakukan 

monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan operasional Angkutan Sewa 

Khusus di beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari.  

Kedua item sumber daya ini tentu sangat berpengaruh dalam keberhasilan 

implementasi pengawasan, karena tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan hanya 

berhenti di atas kertas. 

Hal ini juga dijelaskan oleh [40], [41] yang menyimpulkan bahwa Sumber daya dilihat 

dari SDM (kompetensi, integritas dan jumlah) akan mendorong keberhasilan 

pelaksanaan pengawasan yang dilakukan. Selain itu Sumber daya dari sisi anggaran 
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yang cukup sangat penting untuk menjamin kelancaran operasional, seperti pelatihan, 

monitoring lapangan, serta pengadaan teknologi pendukung. Tanpa dukungan SDM 

dan anggaran yang proporsional, pengawasan akan bersifat lemah, reaktif, dan tidak 

berkelanjutan. Oleh karena itu, investasi dalam peningkatan kapasitas SDM dan 

penyediaan anggaran harus menjadi prioritas kebijakan 

 

c. Disposisi 

Jika pelaksana kebijakan memiliki sikap, komitmen, dan pemahaman yang sejalan 

dengan tujuan pembuat kebijakan, maka pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai 

harapan. Namun, apabila terdapat perbedaan pandangan atau kurangnya kesesuaian 

sikap antara pelaksana dan perumus kebijakan, maka efektivitas implementasi 

kebijakan cenderung menurun dan berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam 

pelaksanaannya [42]. 

Hal ini diyakini oleh informan penelitian yang menyatakan bahwa salah satu hal yang 

dapat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan ini adalah sikap integritas yang 

dimiliki oleh pelaksana itu sendiri.  

Hal itu bisa berupa komitmen dari pucuk pimpinan, pimpinan di unit (Bidang dan 

Seksi), Pelaksana Perizinan dan Staff di lapangan dalam memahami dan memiliki 

komitmen dan integritas untuk mewujudkan impelementasi ini di lapangan sebaik 

mungkin dan sesuai aturan sehingga manfaat dan tujuan dari kebijakan itu sendiri 

dapat dirasakan manfaatnya. 

Tanpa integritas dan komitmen dari tiap pelaksana untuk patuh dan mengikuti aturan, 

maka implementasi pengawasan itu hanya sekedar omong kosong belaka dan tidak 

menghasilkan dampak positif yang diharapkan. ntegritas dan komitmen para pelaksana 

kebijakan merupakan fondasi utama dalam menjamin keberhasilan pengawasan [43], 

[44]. Tanpa adanya kejujuran, tanggung jawab moral, dan dedikasi untuk menjalankan 

peraturan secara konsisten, semua mekanisme pengawasan hanya akan bersifat 

formalitas tanpa makna [45].  

Pelaksana yang tidak memiliki komitmen cenderung melakukan pembiaran terhadap 

pelanggaran, bahkan berpotensi terlibat dalam praktik penyimpangan. Akibatnya, 

kepercayaan publik terhadap pemerintah melemah, dan tujuan utama dari kebijakan 

yakni menciptakan tata kelola yang adil, bersih, dan efektif akan gagal terwujud. Oleh 

karena itu, penguatan etika birokrasi dan pembinaan karakter aparatur menjadi sangat 

penting dalam setiap lini implementasi kebijakan [46]. 

Bentuk lain dari disposisi ini adalah tidak boleh ada pembiaran dari pelanggaran, 

penyelewengan dan konflik kepentingan yang terjadi yang justru dilakukan oleh 

pelaksana itu sendiri [47].  

 

d. Struktur Birokrasi 

Birokrasi yang rumit dan lamban sering kali menyebabkan keterlambatan dalam 
pengambilan keputusan, tumpang tindih kewenangan, serta rendahnya respons 
terhadap dinamika di lapangan [48]. Kondisi ini memperbesar risiko inefisiensi, frustrasi 
di kalangan pelaksana kebijakan, dan menurunnya kepercayaan publik  [49]. Selain itu, 
birokrasi yang tidak adaptif juga menghambat inovasi dan fleksibilitas dalam 
menyesuaikan kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang [50]. 
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Prosedur perizinan yang berbelit menciptakan beban administratif yang tidak 
proporsional, mendorong pelaku usaha memilih jalur informal atau menghindari 
kewajiban hukum [51]. Hal ini bukan hanya menghambat iklim usaha yang sehat, tetapi 
juga melemahkan legitimasi pemerintah dalam menegakkan aturan dan memberikan 
layanan yang efisien [52]. 
Hal itu sangat dipahami oleh informan penelitian dan menjelaskan bahwa konsep 
perizinan Angkutan Sewa Khusus saat ini sudah mengacu pada sistem Online Single 
Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang sebenarnya lebih mempermudah 
pengusaha Angkutan Sewa Khusus dan Driver dalam mengikuti tahapan dari perizinan 
Angkutan Sewa Khusus itu sendiri 
Salah satu item dari struktur birokrasi ini adalah penyederhanaan SOP dalam perizinan 
maupun pengawasan terhadap perizinan dan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus 
itu sendiri [53]. SOP yang terlalu kompleks seringkali menjadi penghambat dalam 
implementasi kebijakan dan membuka peluang terjadinya penyimpangan. Dengan 
menyederhanakan prosedur, pemerintah tidak hanya mempermudah akses layanan 
bagi pelaku usaha, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan melalui kejelasan alur 
kerja, waktu layanan, dan indikator kinerja [54]. 
Penyederhanaan ini mendukung prinsip good governance, mendorong kepatuhan pelaku 
usaha, serta meningkatkan transparansi dan efektivitas pengawasan terhadap seluruh 
tahapan dalam penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. 
 
Pada akhirnya, temuan penelitian menemukan bahwa keberhasilan pengawasan 

penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus akan sangat bergantung efektivitas implementasi 
yang dilakukan. Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagai fenomena transportasi 
mencerminkan dinamika kebijakan publik di era digital yang mau tidak mau harus 
dilakukan oleh pemerintah karena terbukti layanan ini lebih memberikan kemudahan pada 
masyarakat terutama dalam hal mobilitas, namun keberadaannya haruslah diatur agar tidak 
menimbulkan masalah baru baik dari sisi legalitas (perizinan), keselamatan maupun 
persaingan usaha dengan moda transportasi konvensional. Pengawasan yang juga sudah 
dilakukan (yang ditemukan dalam penelitian ini) bertujuan untuk memastikan bahwa segala 
pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus mematuhi aturan 
dan regulasi yang berlaku [55], [56], [57], [58]. 

 

4. KESIMPULAN 

Hasil penelitian menemukan bahwa pengawasan terhadap kebijakan Angkutan Sewa 
Khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan model George C Edward III secara 
umum telah berjalan dilihat dari aspek komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi. Hanya 
aspek sumber daya yang masih belum optimal dan perlu untuk ditingkatkan kedepannya 
dalam mendorong keberhasilan implementasi pengawasan penyelenggaraan Angkutan 
Sewa Khusus yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara.  

Untuk itu, diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas 
sumber daya serta penyederhanaan prosedur agar pengawasan dapat berjalan lebih efisien, 
adaptif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan transportasi. Komtmen 
itu dapat berupa mendorong SDM yang ada untuk mengikuti pelatihan dan peningkatan 
kapasitas SDM terutama  dalam pemahaman dan pengetahuan terkait pengawasan terhadap 
penyelenggaraan angkutan termasuk angkutan sewa khusus. 

Ke depan, perbaikan ini diharapkan mampu menciptakan pengawasan yang akuntabel, 
transparan, dan berkelanjutan. . Pengawasan yang efektif menjadi instrumen penting untuk 
mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. 
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Dengan memanfaatkan teknologi dan melibatkan partisipasi masyarakat, proses 
pengawasan dapat lebih terbuka dan responsif. Selain itu, pengawasan berkelanjutan 
memungkinkan evaluasi dan pembaruan kebijakan secara rutin, sehingga pemerintah dapat 
menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan menjaga 
integritas dalam menjalankan fungsi pemerintahan. 
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